
WALIKOTA MADIUN 

PERATURAR WALIKOTA MADIUN 

NOMOR '.36 TABUN 2018 

TENTANG 

PERUBABAN ATAS PERATURAR WALIKOTA MADIUN NOMOR 44 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCI.AN 

TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN 

KETAHANAN PANGAN 

Menimbang 

Me.ngingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. babwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan make Peraturan Wali.kota Madiun 

Nomor 44 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Susunao 

Organisasi, Rincian Togas dan Pungsi, sen.a Tata Kerja 

Dinas Pertanian dan Ketabanan Pangan dipandang 

sudah tidak sesuai sehingga pedu diubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2016 Ten tang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincia.n Togas Dan 

Pungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan 

Pangan; 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perun.dang-undangan ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tabun 201S; 

4. Peraturan Pemerintah Nomo.r 18 Ta.hun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ; 



Menetapkan 

- 2 -

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

LenLang Pembentukan Produk Hukwn Daerah ; 

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tenLang Pembenlukan dan Susunan Pera.ngkat Daerah; 

7. Perat1.1ran Dae rah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 20 I 7 

tentang Pedoman Pembcnn1kan Prociuk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2016 

tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Togas 

dan F'ungsi, scrta Tata Kerja Dinas Pertanian dan 

Ketahanci 11 Pangan ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 44 

TAHON 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun 

Nomor 44 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan P'ungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berila Daerah Kota 

Madiun Tahun 2016 Nomor 44/G), diubah sebagai bcrikuL : 

1. Ketent1.1an angka l hun.tf c ayal (1) diubah dan huruf d 

ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara 

keselurUhan berbunyi sebagai berikut: 

Pasal3 

(1) Susunan Organisasi Dinas lerdiri dari · 

a. Unsur Pimpinan Kepala Dinas , 

b. Uns:ur Pembantu Sekretariat; 
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c. Unsur Pelaksana 

1. Bidang Tanama.n Pangan dan Hortikultura ; 

2. Bida.ng Petemakan cl.an Perikanan ; dan 

3. Bidang Ketahanan Pangan ; dan 

d. UP'J'D ; dan 

e . Kelompok Ja.balan F'ungsional. 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekret.ariaL d!pimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada di bawab dan bertanggung jawab kepada 

Kcpala Dinas. 

(4) Masing-masing Bidang ctipimpin oleb scorang 

Kepala Bidang yang ber-ctda ctibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(5) UPTO dipimpin oleh seorang Kepala UPfD yang 

berada. di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 

(6) Kelompok Jabatan FungsionaJ ctipimpin oleh 

scorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk 

oleh Kepala Dinas. 

(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas seb~ga.imana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Walikota ini. 

2. Ketentuan huruf b ayat (2) diubah, dan diantara huruf e 

dan huruf f ayal (2) Pa.sal 5 disisipkan l (satu) huruf yaknj 

huruf el, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi 

sebagai beriku l : 

Pasal5 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan 

kcbijakan pclayanan ad:ministrasi kepada semua 

unsur di lingkungan Dinas mcliputi perencanaan, 

kepegawaian, pengelolaan administrasi umum, 

rumah tangga, da.a adminislrasi ketJangan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l ), Sekretanal mempunyai fungsi: 

a. penyusunan perencanaan program dan cvaluasi 

pelaksanaan lugas-tugas pada SekretariaL; 

b. pelaksa.naan koordinas1 penyusunan program 

kegiatan, pelayanan adr.rurustratif dan 

penyelenggaraan tugas-Lugas Bidang secara 

terpadu; 

c. pcngclolaan adminis'Lrasi umum dan rumah 

tangga; 

d. pengelolaan administrasi Kepegawaian di 

lingkungan Dinas ; 

e. pengelolaan administra si keua.ngan di 

lingkungan Dmas ; 

el. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, 

pemclibaraan sarana dan prasarana ; dan 

f. pelaksanaan tugas lam yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh hepala Dinas. 

3. Ketentuan huruJ e ayat (l) diubah, dan diantara huruf h 

dan huruf i ayat (1) Pasal 7 disisipkan I (saru) huru.r yakni 

huruf h 1, sc.hingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyl 

sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Urnum dan Kcuangan sebagaimana 

cl.imaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf a 

mempunyai tugas : 

a. melakukan penyusunan pen:ncanaan program 

dan evaluasl pelaksanaan cugas-tugas pada Sub 

Bagian Umum dan Keuangan; 

b. me.lakukan u.rusan su.rat-menyurat dan Lat.a 

kcarsipan; 

c. melakukan urusan rumah tangga d.an keamanan 

kantor ; 
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d. mclakukan uru.san kehumasan, prolokolcr, 

upacar.a dan rapat dinas • 

e. melakukan urusan pengelolaan tata usaha 

pcngadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pengad.ministrasian dan pel"awat.a1, barang­

barang invenlaris sesuai kctentuan peraturan 

pcrundang-undangan ; 

f. melaksanakan penalausahaan keuangan da.n 

pertanggungjawaban keuanga n ; 

g. melaksanakan ad.mlnislrasi da□ pembayaran gaji 

pegawai; 

h. mcngkoordinasikan dan menghimpun bahan­

bahan unLuk kcperluan peayusunan clokumen 

yang memuat pendaparan, bclanja dan 

pembiayaan yang digunakan scbagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran 

serta perubabannya di Ungkungan Dinas ; 

h 1. menyiapkan bahan penyusuna11 rencana 

program, melaksanakan/mengadakan dan 

memelibara sarana dan prasarana cLi lingkungan 

cLinas ; dan 

i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan 

sebagaimana dimaksud dalam 

hurur b mempunyai tugas : 

dan Kepegawaian 

Pasal 6 ayal (1) 

a. mclakukan penyusunan perencanaan program 

kerja dan evaluasi pclaksanaan tugas-lugas pada 

Sub Bagian Perencanaan dan Kepcgawaian; 

b. melakukan penyusunan percacanaan program, 

evaluasi dan pelaporan di Ungkuagan Dinas; 

c. mcngkoordinasikan dan menghimpun bahan­

bahan untuk keperluaa penyusunan dokumen 

perencanaan dan pengan.ggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan perangkat daerah serta rencana 

pembiayaan sebaga1 dasar penyusunan APBD 

sena perubabannya di lingkungan Dinas ; 
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d. menyusun, mengolah dan memelihara daLa 

administrasi kepegawatan serta data keg:iatan 

yang berhubungan dengan kepegawaian di 

lingkungan Uinas ; dan 

e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang cLiberi.kan oleh Sekretaris. 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 secara 

kescJuruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal8 

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c angka 1 mempUJ1yai tugas mela.ksanakan 

sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan 

pembinaan, pengembangan dan pengelolaan 

tanaman pangan perkebunan dau honikultura. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayal (1 ), Bidang Tanaman Pangan dan 

HortJkultura mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebija.kan teknis, percncanaan, 

program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas­

tugas pada Bidang Tanamao Pangan dan 

Hort.ikultura; 

b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan 

pengelolaan tan.aman pangan dan Hortikultura ; 

c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, 

pengelotaan pcrkebUJ1an ; 

d. penyusunan rencana program. 

pelaksanaan / pengadaan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana di Bidang Tanaman Pangan 

dan Hortikultura ; dan 

e. pelaksanaan Lugas lain yang borsifat kecLinasan 

yang diberikan ole.b KepaJa Dinas. 
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5. Kelentuan Pasal 9 diubab, sehingga Pasal 9 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai bcrikut; 

Pasal 9 

(l) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari 

a. Seksi Perlindungan Tanaroao ; 

b. Seksi Bud1daya Tanaman Pangan, dan 

Perkebunan ; dan 

c. Seksi Sarana Produksi ; 

(2) Seksi sebagaimana di.maksud pada ayat (1) masing­

masing dipimpin olch seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Tanarnan Pangan dan 1-lortikultura. 

6. Ketentuan Pasal 10 diubab, sehlngga Pasal IO secara 

kcseluruhan berbunyi sebaga1 bcrikut : 

Pasal 10 

(1) Seksi Perlindungan Tanaman scbaga.i.mana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: 

a. mela.kukan penyusunan perencanaan, program kerja 

dan eva.luasi pelaksanaan tugas-rugas pada Scksi 

Perlindungan Tanaman ; 

b. melakuka.n penyiapan bahan dala.m rangka 

penetapan kebijakan dao pedoman kegiatan 

perlindungan tanamao dan pcnyuluhan penanian; 

c. melakukan pengaturan dan pelaksanaan 

pcnanggulangan cndcmis hama dan penyakit 

tanaman sena pcnycdiaan dukungan 

pengcndaliannya ; 

d . melakukan bimb.ingan, pemanlauan dan pengawasan 

sanit.asi Jingkungan bidang usaha tanaman pangan, 

perkebunao clan honikultw·a ; 
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c. melakukan bimbingan dan pengawalan terbadap 

kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTPJ bagi 

pelani; 

c I. metakukan pengawalan pemb..:tian rekomendasi atas 

klaim kerugian akibat sera.ngan organisme 

pengganggu tanaman (OPT) dan bcncana alam pada 

pctani peserta AUTP sesuru pcraturan yang berlaku ; 

f. melakukan pengamatan, identifikasi, pcmetaaa, 

peramalan pengendalian, penan&,l71.11angan dan 

analis.is dampak kerugian OPT/fcnomena ildim; 

g. meJak:ukan perencanaan kegialan perlindungan 

Lanaman dan penyuluhan pertanian ; 

h. mencrapkan kebijakan dan pedoman perllndungan 

1anaman dan penyuluhan pertanian ; 

1. mel.akukan pcmbinaan pengelolaan tanaman dengan 

mempertimbangkan keseimbangan agroekosistem 

tcrmasuk penggunaar, peslis.ida anorganik dan 

organik di katanga.11 petan.i, serf.a pengembangan 

teknik dan metode perlindungan tanaman non 

pestisida; 

J, melak:ukan penetapan kelembagaan petani sesua.i 

dengan kebu.luhan dan peraturaa yang bcrlaku 

k. melakukan verifikasi data kelompok tani untuk 

kcbutuhan pcnyediaan sarana produksi pcrtaniao; 

L melakukan pengawasan Lerhadap standar dan 

prosedur kcrja perlindungao tanarnan ; dan 

ro. melakukan tugas lain yang bersifaL kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bida.ng Tanaman Pangan da.n 

Horlikultura. 

(2) Seks1 Budidaya Tanaman Pangan dan Perkebunan 

sebagaimana dimaksud daJam Pasal 9 ayat (1) hurur b 

mempW1yai nlgas : 

a. melakukan penyusunan perencanaan, program kerja 

dan cvaluasi pelaksanaan tugas-Lugab pada Scksi 

Bud.idaya Tanamao Pangan dan Perkebunan; 

b. melalrukan penyiapan bahan dalam rangka 

pcoetapan kebijakan dan pedoman kegiaLan 

pengelolaan lahan pcrtanian, perkebuoan dan 

hortikultura ; 
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c. melakukan penyiapan baban dalam rangka peneLapan 

sentra komoditas pertanian, sasaran areal tanam dan 

penerapan kawasan pertanian terpadu serta 

pengawasan Lala ruang dan tata guna lahan 

pertanian, perkebunan dan hortikult.ura ; 

d. me!akukru1 penetapan luas ba.ku lahan pen.ania.n 

yang dapal diu.sabakan sesuai kemampuan 

sumberdaya lahan ; 

e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

bimbingan pengembangan dan pemberdayaan 

Pcrkumpulan Petani Pemakai Air (P3AJ dan 

Pcrkumpulan Peta.ni Pen1akai Air Tanah (P3AT) ; 

f. melakukai, bimbingan penerapan pedoman teknis 

pola La.Dam, perlakuan terhadap tan a man pangan, 

perkebunan dan bortikultura serta bimbingru1 

peningkatan mutu hasil t.a.naman pangan da.11 

perkebw1an clan hortlkultura ; 

g. melakukan bimbinga.11 kelembagaan usaha Lani, 

manajemen usaha tani dan pencapaia.n pola 

kerjasarna usaha Lani serta bimbingan pencrapan 

pedoman/kerjasama kemitraan usa.ha tanaman 

pangan, perkebunan dan hortikultura ; 

h. melakukan bimbingan peningkamn muru, penerapan 

rcknologi panen, penanganan pan.en, pasca pancn 

dan pengolahan hasil serta penghirungan perkiraan 

kehilangan hasil tanaman pangan, perkebunan dan 

hortikultura ; 

1. melakukan promosi komoditas, bimbingan 

pemasaran, penycbarluasan informasi, peng-awasan 

harga komoditas tanaman pangan. pcrkebunan dan 

hortik-ultura ; 

j. melakuka11 penyusunan data dan penerapan sistem 

informasi tanan1an pangan, perkebunan dan 

hort.ikultura ; dan 

k. mclakuka.n lugas lain yang bersifat kedinasan yang 

dlberikan olch Kepala Bidang Tana.man Pangan 

Perkebunan dan Hortikullura. 
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(3) Seksi Sarana Produksi sebagaimana climaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huru.f c mempunym tugas ; 

a. melalnlkao penyusunan percncanaan, program kerja 

dan cvaluasi pela.ksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Sa ran a Pmduksi ; 

b. mclakukan penyiapan 

pcnelapan kebija.kan 

bahan daJam 

dan pedoman 

pengelolaan sarana produksi pertanian ; 

ra.ngka 

kegiatan 

c. melakukan pema □fa;;ita□, pengembangan, 

pcmantauan dan cvaluasi sumbcr-sumber air, air 

permukaan, air Lanah, serta pengemba:ngan teknologi 

irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk 

pertania□ ; 

d. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan ,lalan 

Usaba Tani; 

e. menyiapkan bahan penyusunan rcncana program, 

melaksanakan/mengada.kao dan memelihara 

prasarana dan sarana produksi pertanian ; 

f. melakuk.an identifi.kasi, inventarisasl, 

pengembangan, bimbingan, pembinaan, penggllnaan 

dan pcmelibaraan serta pengawasan pcnerapan 

standar mutu alat dan mesin pert.anian ; 

g. melak:ukru1 bimbingan, pembinaan, pcngaturan dan 

pengawasan penangkar benih, perbanya.kan 

peredara□ serta penggunaan benih pcrtanian ; 

h. mela.kukan penyiapan bahan dalam rangka 

bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi 

sena pcnerapan teknologi optimalisasi pengelolaan 

air untuk usaba tani; 

l. mela.kukan bimbingan pencrapan st.andar unit 

pengolahan, aJal transportasi, unit penyimpanan dan 

kemasan hasil pertanian, 

j. melakukan bimbingan teknis pengembangan dan 

pembangunan sarana penyimpanan, pcngolaban dan 

pemasaran produk pertanian; 

k. mcla.kukan penyiapan bahan dalam rangka 

pembangunan dan rehabilitasi pcmeliharaan jaringan 

irigasi tersicr serta bimbinga.n dan pcngawasan 

pemanfaai.an sumber-sumber air dan air irigasi; 
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I. mclakukan bimbingan, pengawasan, pengadaan, 

pcredaran dan penggunaan pupuk dan peslisida, 

pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan 

pupuk clan pesUsida scrta pelaksanaan peringaLan 

dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk 

dan pesUsida , 

m. melakukan bimbingan penyusunan rencana usaha 

agribisnis clan pengembangan. scrta pemanfaalan 

sumber-sumber pembiayaan/krcdit agribisnis; 

n. mcrumuskan penetapan kcbijakan dan peta 

clist.ribusi, bimbingan pcmanfaatan, pemetaan 

potens1 dan pengelolaan sarana produksi clan pasca 

panen; dan 

o. melakukan lugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Tanarnan Pangan dan 

Hortiku.ltura. 

7. Diantar-.1 huruf d dan hurµf c ayat (2) Pasal 11 disisipka.n 

1 (saru) buru! yakni huruf dl, sehingga Pasal 11 secara 

kescluruhan berbunyi sebagai berikul : 

Pasal 11 

(I) Bi dang Petemakan clan Perikanan melaksanalcan 

sebagian tugas Dinas yang melipuli pelaksanaan 

bimbinga ri usaha petcrnakan dan perikanan. 

(2) Untuk melaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (!), Bidang Petcraakan dan Perikanan 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebijakan lcknis, perencanaan, 

program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas­

lugas pada Bidang Peternakan dan Perikaoan ; 

b. pelaksanaan bimbingan kesehatan hewan ; 

c. pelaksanaan bimbingan usaha pecernakan; 

d. pelaksanaan bimbingan usaha perikanan : 

d 1. penyusunan rencana program, 

pemeliharaa 11 pelaksanaan/ pengadaan, 

sarana dan prasarana di 

perikanao; dan 

dan 

bidang petcrnakan dan 
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e . pclaksanaan cugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

8. Diantara huruf u dan huruf v ayal (1) disisipkan 

5 (lima) huruf yakni huruf ul, huruI u2, huruf u3, 

huruJ u4, bu.ruf u5, huru.J h ayat (2) diubab, huruf b 

ayat (3) diubah, dan d1antara hurur r dan hUJ-uf s ayat 

(3) Pasal 13 disisipkan I (satu) huruf yakni huruJ rl , 

sehingga PasaJ 13 secara keselw-uhan berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 13 

(I) Seksi Kesebatan Hewan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayal (I) hun.tf a mempunyai tugas : 

a. molakukan penyusunan perencanaan, program 

kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada 

Seksi Kesehatan Hewan ; 

b. melakukan idcntifikasi, invenrarisasi, pengawasan 

penerapan standar mutu, pengawasan produksi, 

percdaran, penggunaan, pengujian alat/mesin 

pctemakan dan kesehatan hewan (keswan) serta 

kcschatan rnasvarakal veteriner (k<.:smav,·t) ; 

c. melakukan identifi.kasi, inventarisasi, kebijakan, 

pcnerapan standar mutu obat hewan, pengawasan 

peredaran dan penggunaan tingkat depo, toko, 

kios dan pengecer kebutuban obat hewan v.•ilayah 

Kota serta bimbingan pcmakaian obat hewan di 

Lingkat pctcmak ; 

d. melakukan pcmeriksaail bahan produk asal 

hewan dari residu obac hewan (daging, telur dan 

susu); 

e. melakukan pemeriksaan persediaan premik dan 

pclaksanaan pendaftaran obar hcwan 

tradisiona!/ pabrikan ; 

f. melakukan bimbingan kelembagaan/ Asosi.asi 

Bidang Obat Hewan (ASOHT) wilayab kota untuk 

hewan; 
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g. melakukan pembinaan clan pengawasan praktek 

higiene-sanitasi pada produsen da.n Lempat 

penjajaan Produk Asal Hewan (PAH) serta 

monitoring pencrapan pcrsyaratan hig1ene­

sanitasi pada unit usab.a Produk Asal Hcwan 

(PAHi yang mendapal Nomor Kontrol VeLeriner 

(NKVI; 

h. melakukan bimbingan, pencrapan dan 

pengawasan urusan kesejahteraan hewan sena 

pengamatan, penyidikan dan pemetacm peoyakit 

hewan; 

t . mclakukao 

pcmantauan, 

bimbing.m 

operasional 

pcmbangunan, 

dan pengawasan 

pengelolaan pasar hcwan dan unit-unit 

pclayanan kesehatan hewan ; 

J · m.elakukan pcncr.gahan penya.kit bewan menular 

dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan 

wabah dan pcnyaklit hewan m.enular wilayah kota 

serta penutupan dan pembukaan kembali status 

daerah wabah ; 

k. melakukan hlmbingan penerapan dan standar 

teknis minimal RPH/RPU, kcamanan dan mutu 

produk hewan, laboralorlum keswan, 

laboraLorium kesmavet, S8LU8Jl 

petemakan terpadu, rumah sakit 

pelayanan kesehatan hcwan ; 

pclayana11 

bewan dan 

I. melakukan pengawasan lalu lintas ternak, produk 

ternak dan hewan kesayangan dari/ke ,vilayab 

kota serta bimbingan pengaturan pelayanan 

kesehatan hewan pacla lalu lintas tata niaga 

hewan; 

m. melakukan bimbingan pelaksnnaan unit 

pelayanan lre!'lehatan hewan (pos keswan, praktek 

dokler hc:wan mandiri, klinik hewan), 

pengamatan, pemetaan, pencacatan, pelaporan 

kejadian dan penanggulangan penyakil hcwan 

serta blmbingan pelaksanaan penyidikan 

epidcrniologi penyakit hewan ; 
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n. melakukan bimbingan pelayanan kesehatan 

hcwan pada lembaga- lcmbaga maupun 

perorangan yang mendapal izin konscrvasi satwa 

liar serta bimbingan dan pcngawasan pclayanan 

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner 

cli Rumab Potong Hewan, tempal pemotongan 

hewaa semcnt.ara, tempat pcmotongan hewan 

darurat dan usaha susu ; 

o. mclakukan bimbingan pelaksana.an sosialisasi 

dan surveilance Hazard Anal} sis Critical Cont.rol 

Point (HACCP) atau Penerapan Manajemen Mutu 

Tcrpadu (PMMT); 

p. melakukan pcrorosesan pcmberiaa izin usaha 

budidaya per.emakan hcwan, 1zin rumab sakiL 

hcwa.n/ pasar, izin praktek Dokter Hewan, izin 

laboratorium kcsehatan hewan dan laboratorium 

kesehatan masyarakat veteriner ; 

q. mclakukan pemrosesan pemberian lZlD usaba 

RPH/RPU kecuali untuk ekspor/impor, ' . 
!Zill 

pcngadaan dan pcrcdaran alat dan mesin 

petemakan dan kesehatan hewan, izin usaha 

obal bcwan di tingkal dcpo, toko, kios, pengeccr 

obal hewan, poulu-y shop dan pet shop ; 

r. melakukan pengadaan, penggunaan clan 

peredaran serta pengawasan obaL ikan, bahan 

kimia, bahan biologis clan pakan ikan ; 

s. melakukan penyiapan bahan koordinasi 

peoanganan wabah dan wilayah wabah penyakil 

ikan; 

1. melakukan bimbingan, 

pemeriksaan higienilas dan 

usaha pembudidayaa11 ikan ; 

pemantauan dan 

saniLasi lingkungan 

u. melakukan pengawasan monitoring residu 

antibioli.k clan cemaran mikroba dan bahan 

berbabaya lainnya di lingkungan tempat ikan 

hidup; 
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u1.melakukan urusan di b1dang pengembangan dan 

peningkaran pelayanan Rumah Potong Hcwan ; 

u2. rnelakukan pemcriksaan temak scbelum dipotong ; 

u3. melakukao pengendalian terhadap Lemak betina 

produktif yang akan dipotong; 

u4.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

muru daging ; 

u5.melakukan pemungutan rctribusi pemotongan 

hewan; dan 

v. melaksanakan rugas lain yang bersifal kcdinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Petemakan 

clan Perikanan. 

(2) Seksi Peternakan sebagaimana dimaksud daJam 

Pasal l 2 ayat ( 1) huruf a mempunyai tugas . 

a. melakukan penyusunan pcrencanaan program dan 

evaluasi pclaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Petemakan; 

b. melakukan penyiapan bahan penet.apan pela 

potensi petemakan, pengawasan kawasan 

petcmakan, pcngembangan lahan hijauan pakan, 

pa.dang penggembalaan sena bimbingan 

penecapan kawasan industri pcternakan rakyat ; 

c. melakukan penyjapan bahan bimbingao produksi 

pakan, bahan baku pakan ternak, pcnerapan 

teknologi pakan temak, st.andar mutu pakan 

ternak dan pengawasan mutu pakan terna.k ; 

d. melak.ukan penyia.pan baban bimbingan 

pcmbuatan, pengguoaan, peredaran, pemeriksaan 

pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan 

pcngganli (additive clan suplemen) scrta bimbinga.n 

usaha feed.mil (home industri) ; 

e. melakukan penyiapan bahan bimbingan scleksi 

lemak bibit, penerapan standar pembibitan scrta 

bimbingan registrasi/pencatat.an Lernak bibit dan 

pembuatan/ pengesahan silsilah te.mak; 
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melakukan penyiapan bahan pcngawasan 

pcredaran, penetapan lokas1, penyebaran bibit 

temak, penetapan penggunaan bibit unggul dan 

bi.mbingan pelcslarian plasma nutfah scrta 

pengadaan/ produksi, pengawasan semen beku 

dan inscminasi buatan ; 

melak:ukan penyiapan bahan pengadaan dan 

pengawasan bibll temak sena bimbingan 

sertifikasi pcjantan unggul sebagai su.mber bibil; 

h . melakukan penyiapan bahan bimbingan 

I. 

J· 

pengcmbangan dan pemanfaatan sumbcr-sumber 

pembiayaan/kredit dan asuransi usaba ternak 

sapi serta bimbingan pembcrdayaan dibidang 

petcmakan; 

melakukan penyiapan bahan bimbingan 

pdaksanaan slandarlsas1 jagal hewan dan 

pengawasan tarangan pemotongan ternak betina 

p.roduktif ; 

melakukan penyiapan bahan bimbingan 

pclaksanaan pcmcriksaan pcrcdaran produk 

pangan asal hewan dan pengolahan produk 

pangan asaJ hewan serta pmduk hewani non 

pangan; 

k. melakukan penyiapan bahan pemberian sura1 

keterangan asaJ hewan dan produk hewan serta 

sural keterangan asal/kcsebatan bahan asal 

ternak dan hasil bahan asaJ temak sert.a 

bimbingan dan pcmantauan temak bibil asal 

impor; 

t. mclakukan penyiapan bahan pemberian 

rckomendasi instalasi karantina hewan dan 

bimbingan pelaksanaan poncrapan Nomor Kontrol 

Vetenner (NKV) ; 

m. melakukan penyiapan bahan bimb1ngan 

pcmantauan dan pemerilcsaan higiene dan 

sanitasi lingkungan usaha pcLernakan serla 

bimbingan di bidang pe1.emakan ; 
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n. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis 

pengernbangan alat dan mesin pet.crnaka.n serta 

pembangunan sarana fisik {bangunan), 

penyimpanan, kcmasan basil pcterrtakan dan 

pengolahan hasil petemakan ; 

o. melakukan penyusunan data dan pencrapan 

komoditas sistem informasi pasar / promosi 

peternakan ; dan 

p. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang dllx'rikan oleh Kepala B1dang Pelernakan 

dan Perikanan. 

(3) Seksi Perikanan Sebagaimana dimc1ksud dalam 

Pasa1 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : 

a. mdakukan penyiapan bahan pcnyusunan 

perencanaan, program ke1ja dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-lugas pada Seksi Pcrikanan ; 

b . melalrukan penyiapa.n bahan pelaksanaan 

kebijakan pcmbangunan, pengelolaan 

pemelihan'lan sarana dan prasarana bala.i 

ikan; 

dan 

benib 

c. melakukan penylapan baban pelaksanaan 

kebijakan akreditasi lembaga serti.likasi 

pembenihan ikan ; 

cl. melakukan pembinaan tats pemaniaatan air dan 

tata lahan serta sarana dan prasarana 

pembuclidayaan ikan sena pelaksanaan potensi dan 

aJokasi lahan pembudidayaan ikan ; 

e. melakukan penyiapan bahan pclaksanaan 

kebijakan rckomendasi ekspor, impor induk dan 

benih ikan; 

f. melakukan penyiapan baban pelaksanaan teknis 

pt:lcpasan dan pcnarikan varictas tnduk/ beruh 

Ucan serca teknis perbanyakan dan pengelolaan 

induk pcnjcnis, induk dasar clan be-nih olam ; 

g. melakukan penyiapan bahan rokomendasi 

pcncrbitan lzin Usaha Perikanan (IUP) di bidang 

pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan 

tenaga kerja asing ; 
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h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan 

pengadaan, kcbijakan pemasukan, pcngeluaran, 

pcngedaran dan pemelibru·aan ikan ; 

1. melakukan pembinaan dan pengembangan kerja 

j. 

k. 

sama kemitraan usaha pembuclidayaan 

pt:rikanan; 

melakukan 

pemanfaatan 

pc:rika.nan ; 

mcla.kukan 

penyiapan bah an pengawasan 

dan perlindungan plasma nulfah 

pcmbinaan, pemantauan 

pengawasan lembaga sertifikasi pcrbenihan ikan; 

1. melakukan penyiapan bahan pcngawasan mutu 

ben.ih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan 

bahan baku; 

m. melakukan pcnyiapan bahan pengawasan 

Pcnr.:rapan Manajemcn Mutu Terpadu a.tau 

Hazard Analysis Critical Control di unit 

pengolahan, alat transport.as1 dan unit 

pcnyimpanan basil perikanan; 

n. melakukan pcnyiapan bahan dan koorctinasi 

peinbangunan pasar i.kan; 

o. melakukan penyiapan bahan pclaksanaa n 

pengendalian mutu di 

transpo1·tasi da.n unit 

unit pengolahan. alat 

penyimpanan basil 

perikanan scst1ai prinsip Pc:nerapan Manajemen 

Mutu Terpadu a.tau 1-/azard Analysis Cnt1cal 

Control: 

p. melakukan investasl clan pengcmbangan usaha 

basil perikanan ; 

q. membcrikan n:komendasi perizinan usaha 

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 

r. melakukan penyuluhan pc.rikanan ; 

r l. menyiapkan bahan rencana program. 

melaksanakan/mengadakan dan memeliharo 

sarana dan prasarana di bidang pcrikanan ; 

s. melakukan akreclitas1 dan sertifikasi diklat bidang 

perikanan ; dan 
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9 . Ketentuan huruf f ayat (l) dihapus, huruf m ayat (1), 

huruf f a.yat (2) diubah, huruf c dan buruf h ayat (3) 

dihapus, dan diancara huruf b dan huruf c ayat (2) 

Pasal 16 dlsisipkan 1 (huruf) yakni huruf bl, sehingga 

Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 16 

(1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

huru! a mempunyai tugas: 

Pangan 

ayat (1) 

a . melak.ukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Ketcrsediaan dan Kerawanan Pangan ; 

b. menyusun rencana seksi ketersediaan dan 

ker.awanan pangan; 

c. melaksanakan pengkajian kebutuhan dan 

ketersediaan paogan ; 

d. melaksanakan pencegahan dan pengendaljan 

masalah pangan sebagai akibat menurunnya 

ketersediaan pangan ; 

e. melakukan survey dan mengidenlifikasi standar 

kebutuhan pangan ; 

f. dihapus; 

g. menyusun sistern pemantauan dan pengamanan 

ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan. 

cadangan pangan ; 

h. melaksanakan pcnccgahao dan pengendalian 

masalah pangan sebagai akjbat penurunan akses 

pangan; 

1. melaksanakan pcnanganan kerawanan pangan ; 

j. melakukan survey dan mengidentilikasi serta 

menyusun peta lokasi wilayah mwan pangan dan 

cnzi · ,,.. , 
k. mengevaluasi dan menindaklanjuti kerawanan 

pangan dan gizi ; 

I. cnenyiapkan bahan penyusunan pei.a kerentanan 

dan kctahanan pangan I<ecamatan ; 

m. mendorong terwujudnya p!!ngembangan 

kelembagaan kewaspadaan pangan den gizi ; 
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n. menyediakan infrastruktur dan seluruh 

berbagai pendukung kemandirian pangan pada 

sektor sesuai kewenangan; cl.an 

o. melaksanakan tugas lain yang bersirat kedmasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan 

Pangan. 
(2) Seksi Disuibusi dan Cadangan Pangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hurur b 

mempunyai Lugas: 

a. mclakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Distribusl dan Cadangan Pangan ; 

b. menyusun rencana Seksi Distribusi Pangan dao 

Cadangan Pangan ; 

bl. me:nyusun perencanaan kebuluhan, pengadaan 

dan cadangan pangan; 

c. mclaksanakan pengkajian kebutuhan clisuibusi 

pangan dan cadangan pange.n ; 

d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian 

masalah pangan scbagai akibat menurunnya 

dist.ribusi pangan dan cadangan pangan , 

e. melakukan identifikasi pemantauan dan 

koordinasi penga.manan lerhadap clislribusi 

pangan dan cadangan pangan ; 

f. menyiapkan bahan penentuan harga minimum 

daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan 

oleh Pemeri.ntah PusaL dan Pemerintah Daerab 

Provinsi ; 

g. melakukan 

pengadaan 

pengembangan 

clan cadangan 

pemcrataan pangan ; 

te rhadap 

pangan 

upaya 

serta 

h . mclakukan cvaluasi dan meoyusun pclaporan ; 

1. menyiapkan baban pengadaan, pengelolaan dan 

penyaluran cadangan pangan pada kr.:rawanan 

pangan; dan 

J. melaksanakan ti.1gas lain yang bersifat kedinasan 

yang cliberikan oleh Kepa.la Bidang Ketabanan 

Pangan. 
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(3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Kean1anan 
Pangan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 15 ayat 
(1) hurufb mempunyai tugas: 
a. melakulkan penyusunan perencanaan program 

dan cvaluasi pelaksanaan tugas-Lugas pada Seksi 
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 
Pangan; 

b. menyusun rencana seksi Penganekaragaman 
Konsumsi dan .Keamanan Pangan ; 

c. dihapus; 
d. menyiapkan bahao penyusunan dan penetapan 

standarisasi mulu konsumsi pangan dan gizi ; 

c. melaksanakan idenlilikasi potensi sumbcr daya 
dan produksi sena keragaman konsumsi pangan 
masyaraka t ; 

f. melaksanakan pembinaan peningkatan produksl 
dan produk pangan berbahan baku lokal ; 

g. melaksanakan 

pengembangan/ penganeka 
pangan; 

h. dihapus; 

pembinaan 
ragaman produk 

i. memberikan fasilitasi dalam rangka mendorong 
tcrwujudnya peningkatan pengetahLu:ln dan 
kesadaran masyarakat dalam hal keamanan mur.u 
dan gizi pangan ; 

J. menyiapkan bahan sosialisasi konsumsi pangan 
yang bermutu dan bergizi ; 

k. melaksanakan pcngawasan keamanan pangan ; 
1. melal{sanakan penca paian target. konsumsi 

pangan perkapita/tabun sest1al dengan angka 
kecu.lrupan gizi ; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang bersifaL kedinasan 
yang dibcrikan oleh Kepala B1dang Ketahanan 

Pangan. 

10. Ketenruan Pasal 18 diubah, sehingga PasaJ 18 secara 
keseluruhan berbunyi sebagai bcrikut : 

Pasal 18 

UPTD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3 ayaL (I) 
huruf c angka 4 mempunyai tugas: 
a. rnelaksanakan kcgiatan leknis operasiona l dan/atau 

kehiat.an Leknis penunjang lerlentu ; 
b. melakukan tugas lain yang bcrsifat kcdinasan yang 

diberikan olcb Kepala Dinas. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahuinya, 

Peraturan Walikota 

memerintahkan 

ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 1 4 Se ptember 20 18 

WALIKOTA MADitJN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

Pj. SERRET.ARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 36 /G 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
IAN HUKUM 

' "'~""i 'L--~T 

Pembina 
SH 

NIP. 19750117 199602 1 001 
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